BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa keberadaan aktivitas ekonomi di badan Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur
tidak sesuai dengan kebijakan yang terkait serta berdampak dan berpengaruh pada
nilai derajat kejenuhan sebesar 1,18 dengan tingkat pelayanan jalan (level of
service) di klasifikasi “F”, yaitu arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah,
volume lalu lintas diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-
hambatan yang besar. Namun jika tidak adanya aktivitas ekonomi di badan jalan,
paling utama PKL dan kendaraan yang berhenti maka nilai derajat kejenuhan
menjadi 0,59 dengan tingkat pelayanan jalan (level of service) di klasifikasi “C”
yaitu karakteristik arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,

pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran
ataupun masukan berupa rekomendasi sebagai berikut.
1) Rekomendasi Akademik

a) Perlunya kajian tentang revitalisasi dan kebutuhan ruang pasar di Pasar Aur
sehingga dapat memberikan solusi kepada PKL untuk berdagang di dalam
pasar.

b) Perlunya kajian ulang terkait kebutuhan ruang parkir yang telah ditentukan
lokasinya di sekitar Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur, baik tempat parkir di
pelataran maupun parkir tepi jalan (on street) terdekat yaitu di Jalan
Diponegoro, Jalan Simpang Parak Kubang, dan Jalan Aur 1.

¢) Untuk peneliti yang ingin melakukan penilitian yang serupa, disarankan
agar mempersiapkan banyak surveyor agar data yang diambil lebih mudah.

2) Rekomendasi Untuk Pemerintah

a) Diperlukan penataan PKL yang ada di Jalan By Pass Kawasan Pasar Aur

agar tidak menggelarkan lapak dagangan pada fasilitas umum, yaitu di

trotoar, bahu jalan, dan badan jalan. Sehingga tidak mengganggu pejalan
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kaki yang berjalan pada jalurnya dan kendaraan yang bergerak di Jalan By
Pass.
b) Perbaikan geometrik jalan dengan cara pelebaran bahu jalan.
3) Rekomendasi Untuk Aparat Terkait

a) Bertindak tegas dengan pelarangan adanya aktivitas ekonomi di fasilitas
umum, baik di trotoar, bahu jalan, dan paling utama di badan jalan kepada
PKL, pembeli yang menghentikan kendaraannya, parkir liar, ojek
pangkalan, dan angkot yang mengetem di badan jalan yang dapat
menimbulkan hambatan samping dan menurunkan besar kapasitas jalan
sehingga memicu terjadinya kemacetan.

b) Adanya penertiban terkait kendaraan yang berhenti dan parkir liar di tepi
jalan (on street) yang ada di Jalan By Pass karena tidak sesuai dengan
peruntukannya.

4) Rekomendasi Untuk Masyarakat

a) Diharapkan kesadaran masyarakat dan/atau pengguna jalan untuk mematuhi
rambu dan ketentuan yang ada dalam menggunakan fasilitas di sepanjang
Jalan By Pass.

b) Melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan tempatnya seperti berdagang di

dalam Pasar Aur Kota Bukittinggi.
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